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BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan kerjasama dan
investasi berupa penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan Bangka Belitung, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011;

bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menambah jumlah penyertaan modal
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4101);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 2, Seri A);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2008 Nomor 1, Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3, Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2008 Nomor 1, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 20011 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri A) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam
bentuk Saham pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung sebesar Rp.
16.500.000.000,00  (Enam Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah ) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, yaitu sampai dengan Tahun 2015.

(2) Nilai pendapatan modal dalam bentuk uang yang telah disetor ke PT. Bank
Sumatera Selatan Bangka Belitung sampai dengan tanggal 31 desember adalah
sebesar Rp 14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah).



(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun
berikutnya minimal Rp. 3,300.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah)
dan maksimal tidak terbatas, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada
APBD dengan mendapat persetujuan DPRD.

(5) Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Maret 2012

BUPATI BANGKA BARAT,

Dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR  SERI A



